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I .PENDAHULUAN

Istilah globalisasi bukan lagi merupakan sesuatu vyang
asing didengar oleh semua orang. Orang sudah mempunyai suatu
persepsi, bahwa globalisasi adalah suatu kondisi yang ruang
lingkupnya mendunia. Artinya, dunia yang luas ini tidak lagi
berada pada sekat atau batas-batas tertentu. Orang semakin
bebas melakukan sesuatu ke mana saja, sekalipun jaraknya Jauh
dan waktu tempuhnya memakan_waktu vang cukup lama. Dalam era
globalisasi, aktivitas ini dapat dilakukan oleh seseorang
seolah-olah hanys dalam Jjarak beberapa meter dan dalanm wak-
tu hanya beberapa menit saja.

Aktivitas vang sama juga terjadi dalam ekonomi global,
dimana orang akan bebas melakukan transaksi ekonomi tanpa
dibatasi oleh batas-batas suatu negara, jarak, dan waktu.
Dalam proses ekonomi global yang sedang melanda dunia dewasa
ini telah menjadikan planet bumi menjadi kecil. Dengan kema-
juan teknologi termasuk di bidang informasi, kejadian ekonomi
di salah satu sisi bumi ini dengan cepat dan mungkin dalam
waktu yang bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya.
Tersedianya informasi yang semakin beranekaragam dan dengan
harga yang relatif semakin murah telah mendorong para pelaku
ekonomi untuk memanfaatkannya. Sistem transportasi dan perkem-

bangan di bidang pengangkutan telah memungkinkan barang
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berpindah dan atau dipindahkan selaras dengan peningkatan
nilai tambah yang ingin diraih.

Sebagai salah satu implementasi dari ekonomi global
ini dapat dilihat dari usaha ke arah aktualisasi liberalisasi
perdagangan (perdagangan bebas) dunia yang sedikit denmi
sedikit kini sudah dimulai. Dalam mempercepat #ktivitas 1ini,
kini sudah banvak negara di berbagai kawasan mengadakan
perjanjian multilateral dan kerjasama ekonomi dengan memben-—
tuk organisasi ekonomi regional (sekawasan) dan interregional
seperti, misalnya di wilayah ASEAN dikenal dengan Perdagangan
Bebas ASEAN atau Asean Free Trade Agreement (AFTA) yang akan
dimulai tahun 2003, di wilayah Asia-Pasifik dikenal dengan
Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific atawm Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) untuk negare maju akan dimulai tahun 2010,
sedangkan untuk negars sedang berkembang termasuk Indonesia
akan dimulai tahun 2020 dan secara mendunia (global) seperti,
misalnya GATT yang sekarang dikenal dengan Organisasi Perda-
gangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan masih
banyak lagi organisasi lainnya.

Organisasi-organisasi di atas sebenarnya bertujuan un-
tuk mewunjudkan suatu kawasan ekonomi yang lebih terbuka, me-
ngalir bebas dan lebih transparan di awal abad ke 21. Secara
sederhana dapat tergambar, pada masa itu nanti arus perda-
gangan barang dan jasa lintas negara di kawasan ASEAN dan

Asia-Pasific serta kawasan lainnyva akan lebih wmudah dan
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murah. Arus barang ekspor dan impor tidak lagi dikenakan
hambatan tarif dan non tarif vang tinggi (Sukartiono, 1895
13).

Ketika itulah akan dimulai dimensi baru dari suatu
proses vang panjang, di mana perbatasan ekonomi suatu negara
akan makin memudar. Patok-patok ekonomi di perbatasan vang
diterjemahkan dengan rambu-rambu tarif dan non tarif harus
semakin banyak dikurangi dan kalau bisa dicabut. Birokratisa-
si, perlindungan sepihak yang'berkelanjutﬁn, dan berbagai
praktek lainnya vyang diangéap merugikam mitra dagang akan
dikecam =ebagai suatu aktualisasi dari kontra 1liberalisai
perdagangan atau pasar bebas.

Indonesia sebagai negara berkembang dan berada di
wilayah perdagangan bebas atau pasar bebas, baik perdagangan
bebas atau pasar bebas yang ruang lingkupnya sekawasan seper-
ti AFTA maupun vang lebih luas lagi seperti APEC dan WTO
mungkin belum siap menghadapi perdagangsn bebas tersebut ke-
timbang negara industri yang sudah maju, akan tetapi mau
tidak maun hsrus ikut aktif berperan dan melibatkan diri dalam
membentuk terwujudnyas perdagangan bebas atau pasar bebas yang
beradab dan berkeadilan. Jika tidak, tentu Indonesia =akan -
tertinggal dan ditinggalkan oleh negara lain dalam proses era
ekonomi global.

Sekalipun demikian, perlu diingat bahwa ide perda-

gangan bebas atau liberalisasi perdagangan ini lahir dari



teori pasar bebas dengan persaingan bebasnya. Kita mengenal
salah satu bentuk pasar dengan persaingan sempurna Yyakni
pasar persaingan sempurna (perfect competition market) dengan
ciri-cirinys antara lain bebas keluar masuk, Jjumlah besar,
dan produk homogen.

Retiga ciri ini mudah dihafal tanpa kita tahu, bahwa
sebenarnya dalam bebas masuk keluar itu terkandung paradigma
liberalisme (paham bebas) dalam arti bebas masuk ke dalanm
kegiatan apapun dan bebas menyaingi dan menggusur yang lain
manapun dengan daya saingnya yang lebih tangguh serta bebas
keluar dalam arti terpaksa keluar karena bangkrut dan kalsh
bersaing dari saingan yang lebih tangguh (Swasono, 1985
23-24). Di lain pihak, Indonesia jelas akan menolak libera-
lisme tersebut karena tidak cocok dengan filsafat ekonomi
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1845 yang dike-
nal dengan paham Demokrasi Ekonomi yang lebih mengutamakan
usaha bersams atas asas kekelvuargaan dan memperhatikan hajat
hidup orang banvyak.

Berdasarkan uraian di atas, sebagal negara yang ber-
filsafat ekonomi Pancasila yang anti terhadsap liberalisme
sebagai konsep perdagangan bebas yang dianut oleh negarsa-
negara maju, maka strategi dan kebijaksanaan apakah vyang
perlu dilskokan oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan
bebas tersebut ?. Peluang-peluang apa yang dapat diperoleh
oleh Indonesis dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut ?:

Sejauhmanakah eksistensi nilai-nilai filsafat ekonomi Pancasi-
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la dapat dipertahankan oleh Indonesia dalam mengaktualisasi-
kan perdagangan bebas tersebut ?.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menjelas-
kan tentang strategdi dan kebijaksanasn yang perlu dilakukan
oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, pe}uang
vang biss dimanfaatkan oleh Indonesia dalam era perdagangan
bebas tersebut, dan pendirian Indonesia mempertahankan ek-
sistensi nilai-nilai dan aturan-aturan yang digariskan oleh
filsafat ekonominya wyaitu Paﬁcasila dan UUD 1945 dalam meng-

hadspi perdagangan bebas global.

I1. STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI

PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL

Dalam menghadapi perdagangan bebas global, Indonesia
harus membuat suatu strategi yakni menciptakan suatu ketahan-
an ekonomi vang tangguh dslam menghadapi segala kebijakan
vang terjadi dalam perdagangan bebas tersebut nantinya.
Dengan memperkuat ketahanan ekonomi, Indonesia tidak akan
mudah diperalat oleh negara lain untuk memaksakan kehendaknysa
guna mendapatkan keuntungannya sendiri dan dengan kondisi ini
malahan Indonesia diharapkan dapat memainkan peran penting
dan #ktif dalam perdagangan bebas tersebut.

Kalau kita lihat keadasan ekonomi Indonesia akhir-akhir
ini, memang menunjukkan suatu keberhasilan yang sudah terli-

hat nyata. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk



Domestik Bruto (PDB) Indonesia semenjak tahun 1971 hingga
kini dapat dipertahankan di atas 5 persen per tahun.

Namun dalam melihat keberhasilan ini, perlu dipertim-
bangkan beberapa hal penting yang merupakan sebagal suatu
kelemahan dalam menghadapi ekonomi global khususnya perdagang
bebas di masa yang akan datang (Slamet, 1885 : 18-19) vakni:
a. Masih berlakunya proteksi bagi beberapa industri penting

dalam negeri sebagai kelanjutan kebijakan pengembangan
industrialisasi substitusi impor. Sebagai céntoh, misalnya
apa vang terjadi pada percepatan perdagangan bebas ASEAN
(AFTA), Indonesia masih memanfaatkan skema Temporarily
Exclusion List (TEL) vang membebaskan untuk sementarsa
produk yang belum siasp dari rencana percepatan perdagangan
bebas. Indonesia memanfaatkan klausul TEL ini khusus untuk
komo-ditas pertanian vyang tidak diproses, dan sejumlah
komoditas vyang tata nisganya dikendalikan BUMN seperti
BULOG atau swasta seperti Badan Penyangga dan Pemasaran
Cengkeh (BPPC). Komoditas-komoditas yang dimaksud antara
lain adalah cengkeh, beras, gula, bawang putih, terigu,
gandum, kedelsi, dan tepung terigu (Saragih, 1996 : i7).
Adanya proteksi terhadap komoditas TEL tersebut belum
tentu menguntungkan masyarakat konsumen Indonesia, malahan
seba-liknya, adanya proteksi ini hsrga dari barang-barang
tersebut bisa saja lebih tinggi daripada harga vyang ada

pada perdagangan bebas yang pada akhirnya semua akibatnya
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tentu akan ditanggung oleh masyarakat konsumen Indonesin.
Efisiensi industri yang masih rendah yang disebabkan oleh
kebijakan ketenagakerjaan dan perilaku industri itu sen-
diri. Efisiensi yang rendah tentu sangat mengurangi keta-
hanan industri tersebut dalam menghadapi perdagangan
bebas. Dengan kondisi inefisiensi tersebut, perushha#n
industri tidak mempunyal daya saing yang kuat dan hal ini
sebenarnya sangat tidak mendukung industri tersebut untuk
menghadapi perdagangan bebas yang penuh dengan kompetensi
kompetitifnya.

Masih adanya hasil/ produk pola industri yang hanya
terdiri dari pengelompokkan perusahaan kecil dan perusa-
haan bgsar yvang di dalamnya Jjuga terkait perusahaan mene-
ngah vyang membentuk konglemarasi. Dilihat dari strategi
menghadapi persaingan, pola yang demikian kurang mengun-
tungkan. Perbedaan yang terlalu besar antara yang kecil
dengan vyang besar, menyebabkan linkage (keterkaitan)
kurang terjadi. Kalaupun terjadi linkage, vang tercipta
adalah ketergantungan vyang kecil terhadap yang besar.
Kondisi ini akhirnya menjurus kepada pengelompokkan kekua-
tan ekonomi tertentu yang mana akan mengurangi kekuatan
ekonomi dalam menghadapi pasar bebas:

Masih terdapat masalah serius ketenagakerjaan yakni pen-
gangguran yang dikarenakan oleh jumlah penduduk vang besar
dan pertumbuhan vyang relatif tinggi. Walaupun tingkat

ijnvestasi tinggi, nanmun komposisi industri yang ada



kurang dapat menyerap tenaga kerja vang cukup banyak
tersebut.

Sekalipun kondisi ekonomi Indonesis memperlihatkan
suatu pertumbuhan yvang nyata, namun kondisi tersebut agaknya
belum dapat dijasdikan sebagai landasan vang kuat bagi keta-
hanan ekonomi nasional guna menahan serbuan perdagangan dari
negarsa lain yang masuk secara global, karena pertumbuhan
ekonomi yang telah dicapai tersebut masih dibangun atas dasar
proteksi dan perlindungan pemerintah, inefisiensi, dan ketim-
rangan pola pengembangan dunia usaha serta tingginya pengang-
guran.

Tidak dapsat disangkal lagi akan hal tersebut, bela-
kangan ini memang banyak kalangan baik dari pakar ekonomi,
pengusaha atau pelaku bisnis maupun birokratis meragukan akan
kemampuan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas glo-
bal. Oleh sebab itu selagi masih ada waktu, Indonesia sebagai
negara berkembang perlu kiranya untuk melakukan kebijaksanaan
vang berupa evaluasi diri dap perbaikan-perbaikan ke arah
kesiapannya menghadapi era perdagangan bebas global yang su-
dah semakin mendekat juga pada pelaksanaannva.

Sehubungan dengan itu ada bebarapa kebijaksansan yang
perlu ditempuh oleh Indonesia guna memperkuat kemampuannys
dalam menghadapi perdagangan bebas global nantinya, antara

lain



1. Mempersiapkan Iklir Investasi yang Kondusif

Kalau kita (Indonesia) menerima pendapat yang menyata-
kan, bahwa kunci untuk meningkatkan volume perdagangan adalah
investasi, maka pemerintah Indonesia perlu mengambil inisia-
tif untuk menggalakkan kegiatan investasi tersebut dengan
memberi kesempatan kepada investor asing wmaupun investor
dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Dalam rangkas menggalakkan investasi ini, akhir-akhir
ini pemerintah telasah membuat suatu gebrakan deregulasi di
bidang investasi yang intinya adalah memberikan kesempatan
kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah-
daerah Indonesia secars langsung yvang dikenal dengan paket
Foreign Direct Investment (Investasi Langsung Asing). Hal ini
merupakan suatu indikasi, bahwa pemerintah bertekad untuk
meningkatkan nilei investasi di Indonesiz. Namun hal ini akan
terlaksana secara baik bilamana pemerintah bertekad dan mampu
menyiapkan iklim investasi yang sifatnya kondusif terhadap
investor tersebut.

Faktor kunci dalam mempersiapkan iklim investasi vyang
kondusif tersebut adalah menciptakan kerjasama yang bersifat
kemitraan antara pemerintah dengan investor (swasta) dengan
memberikan kepastisn usaha, kepastian hukum yang tidak disk-
riminatif, keamanan berusaha, ketersediaan infrastruktur
(misalnya, jalan vang baik, listrik, air bersih) dan menghsa-

puskan segala pungutan yang tidak sah terhadap pengusaha



swasta (investor) sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya

tinggi (high cost economy}.

hal

Untuk meningkatkan investasi tersebut terutama dalam

penanaman modal asing (PMA) Sejauh ini pemerintah sudah

memberikan kemudahan dan insentif kepada penanaman modal

asing (PMA) di antaranya dalam hal (Saragih dkk, 1996 : 17):

a.

Busipness Entry vakni sudah semakin banyak sektor-sektor
ekonomi vang kini bisa dimasuki PMA langsung. Hal itu
terbukti dari semakin dikuranginya DNI (Daftar Negatif
Investasi) bagi PHA.

Tanah; kepada PMA diberikan jaminan penggunaan tanah untuk
pendirian bangunan (Hak Guna Bangunan/HGB) untuk sektor
industri dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan. HGB
dann HGU itu kini bisa dijadikan sebagai agunan untuk
mendapatkan jaminan ke Bank, sepanjang pemilikan tanah itu
oleh PMA sebagai perusahaan dan bukan sebagal perorangan.
Namuon untuk konsesi penguasaan kehutanan dan pertambangan
dikecualikan, tetapi diberikan jaminan atau hak untuk
mengelola. Bedanva, lahan itu tidak bisa dijadikan jaminan
untuk mendapatkan pinjaman ke bank.

Perpajakan; diberikan hak untuk menghitung sendiri Jumlah
pajak pendapatan perorangan dan pajak perusahaan. Selain
itu tinzkat pajak pendapatan dan badan usaha semakin
diturunkan, pengurangan atau pengembalian pajak dan kredit

juga tersedia, pembebasan pajak atas capital gaih dan
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pajak atas deviden, keuntungan vang ditahan bebas dari
pajak jika dana itu diinvestasikan kembali dan beban
kerugian yang harus ditutupil dari keuntungan diberikan
kelonggaran maksimum 10 tahun kemudian.

Kawasan khusus; kawasan khusus seperti, Bounded Zones dan
Export Processing Zones ( kawasan/ zona pengolahan ekspor,
di mana produk dalam negeri diolah lebih terpadu untuk
bisa memmenuhi kualitas dan kuantitias ekspor) disediakan
untuk industri yang berorientasi ekspor. Biasanya kawasan
ini sudsh dilengkapi dengan sarana dan infrastruktur vyand
memadai, seperti Jalan raya yang lancar dan memadai ke
bandara/ pelabuhan ekspor.

Perlindungan investasi dan hak milik intelektual; dimana
Indonesia jugs memiliki perlindungan hak milik intelektual
vang disesuaikan dengan standar internasional. Undang-
undang Merek dan Hak Cipts (copyright) sudah direvisi,
demikian pula undang-undang Hak Paten sudah diperbarui.
Untuk melindungi kepentingan PMA berdasarkan Undang-undang
PMA tahun 1867, Indonesia sudah bergabung dengan Interna-
tional Arbitration Body dan The International Center for
The Settlement of Investment Desputes. Untuk melindungi
investasi dari risiko nonkomersial, Indonesia juga sudah
bergabung dengan The Multilateral Investment Guarantee
Agency yang merupsakan bagian dari Bank Dunisa.

Orang Asing; kepadanya juga diberikan kesempatan menduduki

Ny
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posisi sebagai dewan direksi, manajer, tenaga khusus di
PHA dan juga di PMDN.

g. Prosedur perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
(PKA) kini juga bisa ditempuh dalam waktun empat sampail
enam minggu, sementara Badan Roordinasi Penanaman ﬂodal
Daerah (BEXPHD) mengeluarkan izin 1lokasi dan gangguan
bangunan. Untuk memperpendek birokrasi di BEPD itu telah
dilakukan pengurangan meja yang harqs dilalui sejak tehun
1883.

Dalam kaitannya dengan penciptaan iklim invetasi di
daerah, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan
kualitas aparatnya, meningkatksan penyedisan sarana dan prasa-
rana pembangunan serta menyediakan jaminan perangksat perun-
dang-undangan vang mendukung terciptanys iklim investasi dan

berusaha yang sehat di daerah-daerah (Heruman, 1996 : 14).
2. Mengurangi Proteksi dan Subsidi

Sebenarnya untuk menghidupkan perekonomian dalam ne-
geri salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah
adalah memberikan proteksi dan subsidi dengan berbagai paket
deregulasinya kepada dunia usaha untuk memproduksi suatu
produk dan jasa sehingga harganya dapat bersaing di pasar.

Kebijaksanaan ini memang kelihatan menguntungkan ber-
bagai pihak "di dalam negeri sendiri, namun hal ini tidak

mungkin akan bisa dipertahankan selamanya kecuali Indonesia

[
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mau menutup diri dari perekonomian vang bersifat global dan
pemerintah mempunyal dana vang besar dan cukup untuk selalu
melakukan subsidi.

Bilamana Indonesia ingin membangun perekonomiannya
vang berorientasi global sehingda ia tidak terisolasi dan
ditinggalkan oleh perkembangan ekonomi dunia, maka kebijaksa-
naan proteksi dan subsidi yang selama ini telah ditempuh
sebailknya secara bertahap atau sed}kit demi sedikit perlu
dikurangi dan bilamana dunia usaha Indonesia sudah dewasa
dari segala aspek, maka tibalah saatnya proteksionisme dan
subsidi itu dihapuskan. Sebab kita semwza mengetahui, bahwa

kebijaksanaan tersebut bukanlah suatu cara yang cocok untuk

.era perdagangan bebas yang akan membuat dunia usaha manja dan

hanva bisa bersaing kalau ada proteksi dan subsidi (Arocef,
1895 : 3).

Jika dilihat dari segi masyarakat konsumen Indonesia,
proteksionisme dan subsidi ini belum tentu dapat menguntung-
kan mereka sebab sekalipun harga produk dan jasa yvang diha-
silkan oleh dunia usaha sudah mendapatkan injeksi dengan
berbagai kemudahan, keringanan, dan subsidi belum tentu
harganya itu bisa bersaing dengan harga produk dan jasa vyang
ada di pasar global. Dan, mungkin harga produk dan jasa vang
dihasilkan melalui proteksi dan subsidi tersebut lebih tinggi
daripada harga vang tercipta pada pasar global.

Oleh karena itu, mengurangi atau menghapuskan proteksi

dan subsidi tersebut menurut Bank Dunia adalah penting,
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karena berbagai alasan di antaranya adalsah dengan meletakkan
landasan bagi kompetisi, maka selain akan memberikan manfast
lebih besar pada konsvmen, pemerintah Juga telah mendorong
para produsen (dunis usaha) untuk menjadi lebih efisien

(Samhudi, 1996 : 17).

3. Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Dunia Usaha Indone-

sia

Pada umumnyas efisiensi dunis usaha Indonesia terutama
sektor industri belum tinggi, Hampir di semua industri manu-
faktur, peningkatan skala produksi tidak diikuti oleh penu-
funan biaya produksi per unit.

Untuk menghadapi perdagangan bebas global, dunia usahsa
Indonesia perlu meningkatkan efisiensinya sehingga setiap
produk dapat dihasilkan dengan biayva produksi vang semakin
menurun. Dengan demikizn harga per unit produk akan semakin
rendah dan hal ini dapat meningkatkan daya saing produk
tersebut dari segi harga dalam transaksi perdagangan bebas
global nantinya.

Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan dengan cara
penciptaan iklim kerja yang kondusif, penguasaan ilmn penge-
tahuan dan teknologi (Iptek) serta peningkatan kualitas.
sumberdaya manusia (Frasetyantono dkk, 1885:13). Iklim kerja
vang kondusif dapat diciptakan melalui kebijaksanaan manaje-

men yang dapat mengoptimalkan tenaga kerja dan teknologi yang



sda melslui salah sstu cara yakni memanfaatkan waktu vang
tersedis sebaik mungkin.

Selain peningkatan efisiensi, untuk menghadapi perda-
gangan bebas global juga perlu adanya peningkatan daya saing
dunia usaha Indonesia dari berbagai aspek. Sebagaimana dike-
tahui, bahwa dalam erz ekonomi global khususnyﬁ dalam perda-
gangan bebas, tingkat persaingan akan semakin tinggi. Pesa-
ing-pesaing baru akan muncul yaitu pesaing-pesaing kelas
dunia vang efisien dan produktif dalam berbagai aspek. Pe-
ningkatan persaingan ini bukan hanya berasal dari kemunculan
baru, tetapi juga dari terbentuknya berbagai saliansi antar
perusahaan bahkan antarpesaing.

Untuk dapat bersaing dalam perdagangan bebas global
baik produk maupun jasa dihasilkan oleh dunia usaha Indonesiza
haruslah memiliki keunggulan dari berbagai aspek antara lain
mutu, hargas, dan pelayanan, namun sayangnya dari ketiga-aspek
ini daya saing dunia usaha Indonesia masih tergolong lemsah
(Ramto, 1986 : 4).

Menurut hasil survei yang dituangkan dalam laporan
World Competitiveness Report yang dipublikasikan oleh JInsti-
tute for MNanagement Development (IMD), bahwa peringkat daysa
saing Indonesia makin turun dari urutan ke 34 tahun 1985
menjadi urutan 41 tahun ini. Dengan posisi tersebut di Asis,
Indonesia te;lampaui oleh Filipins yang tahun lalu masih di
bawah Indonesia dan lebih parah lagi Indonesia makin terting-

gal dari negara-négara seperti Halaysia, Thailand, dan Cina.
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Kemerosotan days saing Indonesis itu adalah yang terbesar di
antara 17 negara yakni delapan tingkat (Sanjoyo dan Tjahja
Gunawan, 1896 : 17). Dengan kondisi demikian, kita masih
meragukan akan kemampuan daya saing Indonesia untuk mengha-
dapi perdagangan bebas global nantinya, karena perdagangan
bebas tersebut sangat membutuhkan daya saing yang tinggi;

Oleh karena itu, dalam rangks mengantisipasi persa-
ingan global yang tinggi tersebut kiranya dunia usaha Indone-
sia perlu menciptakan keunggulan kompetitif nasional. Keung-
gulan tersebut di antasranya dapat diciptakan melalui usaha
penguasaan Iptek dan peningkatan kuslitas sumberdays manusia
(SDM) vang memiliki keterampilan, profesionalisme, dan moral.

Hengantisipasi tuntutan SDHM yang bermutu tinggi, maka
pendidikan memegang peran besar dalam menyiapkan kompetesi
masa depan. Untuk itu, setidaknya ada tiga hal yang harus
diselesalkan yaitu (1) pendidikan manajer-manajer Indonesia
vang akan memimpin berbagai bisnis secara efektif bersaing di
pasar Hlobal, (2Z2) pengelolaan dan pengembangan sumberdaya
manusia, dan (3) masalah etika bisnis (Prasetyantono, 1995
13).

Bertitik tolak dari kondisi vyang demikian, untuk
meningkatkan mutu sumberdaya manusia secara nasional ada dua
hal yang patut dikemukakan yaitu : Pertama, langkah perluasan
Jangka waktu pendidikan dasar menjadi sembilan tahun merupa-

kan langkah yang tepat untuk menghadapi perubahan 1lingkungan
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bisnis di tingkat global. Namun pengembangan sekolah-sekolah
di setiap daerah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan daerah
tersebut. Kedua, pihak-pihak swasta yang berusaha menvediakan
pendidikan kejuruan dan teknis haruslah diberikan insentif
dalam bentuk pengurangan pajak untuk semua pengeluaran vang
berkaitan dengan pelatihan. Jika dua sebelumnya lebih nmene-
kankan pada bagaimana mendidik manusia, maka hal ketigs
adalah etika bisnis yang lebih menekankan pada bagaimana pars
pelakn bisnis dapat merdeka dari keinginan untuk mengeruk
keuntungan semata, sehingga harus mengorbankan pertimbangan
moral dan etis. Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis akan
dimerdekakan dari pandangan yang sempit bahwa bisnis hanya
untuk kepentingan bisnis. Akhirnya, para pelaku bisnis dapat

bertindak merdeka dengan mempertimbangkan aspek etika bisnis.
4. Membentuk Aliansi Strategis dan Kerjasama Regional

Untuk menghadapi perdagangan bebas global, Indonesisa
perlu menciptakan aliansi strategis yang bisa saling mengisi
kelemahan untuk meningkatkan daya saing mengahadapi lawan
baik aliansi itu terbentuk antara dunia usaha dengan dunia
usaha, maupun aliansi negara dengan negsra. Pepatah lama
mengatakan bersatu menjadi teguh dan bercerai menjadi lemah.

Meskipun pemilihan patrner untuk aliansi bisa dengan
dunia usaha dgn negara manapun di muka bumi ini, namun kede-
katan letak antara patrner juga sangﬁt penting dipertimbang-

kan guna menekan biayva yang timbul karena jarak, maupun
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karena berbagai gangguan yang timbul dibentangan jarak vyang
jauh.

Maka tidaklah =sslah kiranya aliansi strategis itu
dilakukan sebanyak mungkin di antara dunia usaha dalam negeri
dan negara-negara sekawasan dalam wujud kerjasama regional
misalnya, seperti AFTA, APEC dan sebagainya. Kedekatan letak
dengan partner juga memberikan keuntungan lain dalam bentuk
perbedaan budaya yang tidak terlalu bes#r sehingga bisa
menjadi lebih mudah untuk bisa mempersatukan patrner-partner
itu dalam alinasi. Waktu yang diperlukan untuk saling menye-
suaikan diri bisa lebih cepat.

Oleh karenanya, trend persaingan yvang akﬁn terjadi
adalah dalam bentuk persaingan antar blok ekonomi. Blok vyang
mempunyai banyak anggota tentu akan saling mengisi untuk

menciptakan keunggulan strategi yang lebih baik.
5. Menciptakan Industri Berskala Menengah Indipenden

Ketahanan ekonomi Indonesia dapat dibangun melaluil
pemisahan industri skala menengsh yang sebelumnya terin-
tegrasi dalam industri bersksla besar ke dalam sturuktur
industri menengah vyang indipenden, artinya mereka tidak
terkait lagi kepemilikannya dengan usaha besar yang mengarah
pada pemusatan kekuatan yang bersifat konglomersasi.

Dengan' menciptakan industri berskala menengah vyang

indipenden akan dapat diciptakan ketahanan ekonomi yang mampu



19

menghadapi gejolak-gejolak vang akan terjadi dalam perda-
gangan bebas global nantinya, karena : 1) industri skala
menengah mempunyai kebebasan bergerak dan berkembang 1lebih
besar, 2) kemandirian usaha skala menengah, inovasi dan
pengembangannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan luas
karena melibatkan masyarakat yang lebih luas dan mandiri; 3)
jumlah perusahaan skala menengah yang dapat diciptakan akan
jauh 1lebih banyak daripada jumlah perusahaan dalam struktur
integrasi horizontal sehingga kondisi ini akan menciptakan
peluang usaha yang lebih banyak, dan 4) Jjumlah perusahaan
vang diciptakan banyak, maka ia akan mampu menyerap tenaga
kerja vyang jauh lebih banyak dengan tidak perlu  mengurangi
efisiensi industrinya, dan bahkan efisiensi tersebut dapat
ditingkatkan.

Penciptaan struktur industri yang demikian adalah
berguna untuk memperkokch struktur industri dengan cara
membentuk keterkaitan yang luas dan usaha-usaha indipenden
vang banyak. Struktur industri yang mengandung banyak usaha
indipenden dan keterkaitan yang luas akan sulit untuk di-
saingi, karena ia merupakan jaringan vang menyangkut masyara-
kat luas. Daya saing struktur industri seperti ini mudah
ditingkatkan karena fleksibilitasnya yvang besar.

Pembentukan struktur industri yang demikian saja,
tidaklah cukup bilamana tidak didukung oleh pengetahuan
produksi yang seksama dari usaha-usaha vang ada. Oleh karensa

itu, untuk mendukung struktur industri tersebut perlu penge-



tahuan dan keterampilan produksi usaha, baik dalam bidang
teknik, manajemen dan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan manajemen produksi haruslah
berlandaskan perilaku yang mudah diserap dalam budaya Indone-
sia, atau lebih baik bila ia merupakan bagian dari budaya
Indonesia, tetapi setiap adaptasi haruslah disesuaikan se-
hingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Untuk bahan perencansan masa depan, bahwa penyerapan
tenaga kerja yang terbesar terdapat pada industri hilir dan
industri antara. Oleh kareﬁa itu pengembangan industri ber-
skala menengah indipenden sebaiknya diarahkan pada industri
antara dan industri hilir agar sekaligus dapat membantu

mengatasi masalah pengangguran.

I1I. PELUANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL

Dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas yvang global,
salah satu agenda GATT, AFTA, APEC adalah menurunkan tarif
impor. Penurunan tarif impor di negara maju akan segers
membuka peluang yang besar bagi dunia usaha Indonesia. Pe-
luang ini hanya dapat dimanfaatkan, jika dunia usaha tersebut
sanggup untuk merebut peluang itu.

Belakangan ini timbul kekhawatiran, di berbagai ka-
langan apakah liberalisasi perdagangan tersebut akan membawa

keuntungsn bagi Indonesia ?. Beberapa pendapat menyatakan,



bahwa kemungkinan kerugian-kerugian bisa saja muncul di
berbagai sektor. Walaupun begitu, kita melihat keuntungan
vang diraih dari perdagangan bebas itu akan lebih besar Jika
kita menjadi partisipan daripada berdiri di 1lwar aktivitas
perdagangan bebas.

Oleh karena itu Indonesia harus dapat mengoptimalkan
keuntungan-keuntungan tersebut melalui peluang vyang timbul
oleh dampak adanya perdagangan bebas global. Adapun peluang
vang dimaksud antars lain ;

a. Dengan penurunan tarif impor 5 X di Jepang, Australia, New
Zeland, dan USA akan dapat memacu dunia usaha Indonesia
untuk meningkatkan ekspor sehingga meraih pasar vang luas.

b. Penurunan tarif impor Indonesia terhadap barang modal
(mesin-mesin dan peralatan lain) secara efektif menurunkan
biaya produksi terutama untuk industri skala mwmenengah
sehingga derajat komgetisi dunia usaha semakin meningkat.

¢. Karena dunia usaha Indonesia semakin berorientasi pada
pasar global (ekspor), maka ada kemungkinan ia terdorong
untuk mendiversikasi produknya sesual dengan perkembangan
konsumsi domestik dan internasional. Diversifikasi produk
ini dapat mengurangai risiko kegagalan pasar di luar dan
di dalam negeri.

d. Ambil alih atau transfer teknologi, informasi, dan manaje-
men lebih mungkin dilakukan dunia usaha Indonesia dalam

sisten kemitraan bilamana perdagangan bebas dilakukan.
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Dengan melihat peluang-peluang di atas, pemerintah
Indonesia dari sekarang perlu melibatkan dunia usaha Indo-
nesia dalam perundingan-perundingan yang menyangkunt dengan

peluang usaha berdasarkan suasana kemitraan.

IV. PERDAGANGAK BEBAS GLOBAL DALAK PERSPEKTIF FILSAFAT EKONO-

M1 PANCASILA

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi .yang
diperoleh oleh .masyarakat dunia telah terjadi pergeseran
kepentingan vang dahulunys ferfokus pada ideologi politik,
maka kini telah berubah ke kepentingan ekonomi dan perda-
gangan. Kepentingan ekonomi dan perdagangan telah heﬁimbulkan
persaingan pasar yang ketat sekali di berbagai belahan dunia.
Adanya persaingan yang ketat ini telah memaksa suatu negara
membuka perdagangan barang dan jasa secara bebas dan kompeti-
tif dari satu negara ke negara lainnya secara global.

Ide perdagangan bebas global dengan persaingan bebas
ini muncul dan sengaja dilontarkan oleh masyarakat negara-
negara industri maju yang berfalsafah Barat vaitu material-
isme, intelektwalisme, dan individualisme dengan sikap hidup
untuk menentang, tidak puas, menguasai dan menaklukkan alam
di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bermotivasi
konfrontatif dan dialektis; selalu tidak puas dengan apa yang
dicapai dan dengan apa yang ada; lebih senang dengan istilah-

istilah revolusioner, dinamis, moderen, surprise, luar biasa



dan lain-lainnya sehingga menimbulkan kejutan-kejutan dan
persoalan-perscoalan hidup lainnya.

Falsafah materialisme adalah suatu pandangan hidup
vang lebih menekankan akan pentingnya benda-benda berujud
sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ~alat
untuk mengukur kemajuan manusia. Falsafah intelektualisme
adalah suatu pandangan hidup yang lebih menekankan pada per-
kembangan akal, intelek atau rasio untuk menentukan kemajuan
masyarakat atau perkembangan seseorang dan mengabaikan pera-
saan dan kemanan. Falsafah individualisme adalah pandangan
hidup vang lebih menekankan akan pentingnya manusia sebagal
makluk individu sebagai pengukur terhadap berhasilnya dan
kemajuan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Henuiut falsafah
jni fungsi lembaga-lembaga dalam masyarakat termasuk pemerin-
tah adalah untuk menjamin agar setiap individu dapat melaksa-
nakan hak-hak dan kewajibannya secara baik dan tujuan hidup-
nya dapat tercapai sebaik-baiknya. Jadi, falsafah ini mene-
kxankan bahwa individu adalah primer, sedangkan masyarakat
adalah sekunder. Individualisme sudah tentu mempunyai kaitan
erat dengan liberalisme, karena hak-hak kebebasan merupakan
hak-hak yang melekat pada setiap individu.

Oleh karena itu, pandangan hidup materialisme, inte-
lektualisme, dan individualisme sudah tentu bertentangan
dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila vyang

selalu menjunjung tinggi akan nilai-nilai keseimbangan, kese-




rasian, dan keselarasan. Keseimbangan, keserasian, dan kesela-
rasan antara kepentingan material dengan kepentingan spri-

tual, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyara-

kat dan negarsa. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan an-

tara kemajuan atau perkembangan intelek, perasaan dan ke-

mauan. Termasuk perasaan keindsahan, perasaan cinta tanah air,

kemauan untuk bekerja dan kemauvan meningkatkan kehidupannya

(Socetrisno, 1884 : 105).

Karena perdagangan bebas global ini muncul dan dilon-
tarkan oleh masyarakat Baraf, tentu ide yang terkandung dalanm
perdagangan bebas yang kinli sedang didengungkan tersebut
tidak luput pula dari nilai-nilai falsafah mereka yakni
materialisme, intelektualisme, dan individulisme (libera-
lisme) serta dengan segala sikapnya yang secara jelas berten-
tangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasi-
la dan UUD 1845.

Pancasila dalam bidang ekonomi menentang adanya free-
fight 1liberalism dan kapitalisme. Liberalisme dalam hidup
ekonomi membawa pengaruh perlombaan. Kapitalisme dilihat dari
satu sisi merupakan alat eksploitasi yang merajai negara lain
dalam pemasaran vyang dapat menjelma menjadi penjajahan
(imperialisme), sedangkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945
jelas anti penjajahan. Jadi dalam penerapan ekonomi terutama
dalam bidang perdagangan bebas dengan sendirinya Pancasila
berprinsip anti Jliberalisme, kapitalisme dan penjajahan

(Mangunpranoto, 1994 : 18).
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Walaupun demikian, dengan sikap waspada dan hati-hati
Indonesia tidak menolak proses globalisasi ekonomi terutama
dalam bidang perdagangan bebas global. Politik isolasi bukan
lagi merupakan pilihan, karena Indonesia akan tertinggal dan
ditinggalkan. Oleh karena itu pendirian Indonesia tentang
adanya era perdagangan bebas adalah setuju dan malahan ikut
aktif berperan dalam mewujudkan perdagangan bebas yang ber-
keadilan dan beradab dengan sikap. Jika hal ini ditolak tentu
Indonesia akan mendapat kerugian sendiri, karena bisa saja
posisi Indonesis sebagai negara berkembang akan menjadi suatu
negara yang tertutup ekonominya dan terisolasi dari perdagan-
gan negarsa lain.

Sebagai negara yvang berdasarkan falsafah Pancasila dan
BUD 1945 sudah barang tentu negara Indonesia akan berpegang
teguh kepada nilai-nilai yang menonjolkan praham kerjasama
sebagai kekuatan ekonominya, apalagi setelah menghayati Pasal
33 UUD 1945 yang secara tegas berasaskan kerjasama dan keke-
luargaan. Isi yang terkandung dalam falsafah ini jelas ber-
tentangan sekali dengan liberalisme dan kapitalisme Yyang
sangat menonjolkan individualisme dan persaingan.

Oleh karenanya, Indonesia dengan tegas menentang libe-
ralisme dan kapitalisme sebagaimana ditegaskan oleh Presiden
Soeharto bahwa liberalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia bukanlah liberalisme dan liberalisasi tidak sama

dengan liberalisme. Ini berarti, bahwa Kepala Negara menolak



adanya liberalisme di Indonesia, akan tetapi bukan berarti
menolak liberalisasi.

Penegasan Kepala Negara tersebut tertuang dalam pida-
tonya pada dies natalis ke 23 Universitas Indonesia yang ber-
bunyi (Swasono, 1985 : 26)

Masyarakat Pancasila adalah masyarakat vang sosialis-
tis relegius dengan ciri-ciri pokok : tidak membenarkan ada-
nya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, ka-
pitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karena-
nya harus bersama-sama menghapuskannya dan - menghayati hi-
dupnya dengan berkewajiban : takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, cinta pada Tanah Air, kasih sayvang pada sesama manusia,
suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat.

Adanya penegasan Kepala Negara itu, tugas kita sebagal
bangsa Indonesia semakin berat, karena hal ini berarti bangsa
Indonesia harus lebih teliti mengamati mana saja tindakan 1li-
beralistik yang di dalam perekonomian Indonesia yang sebenar-
nya mengandung liberalisme. Untuk itu, kita harus mengamati
ciri liberalisme dan kapitalisme tersebut vang di antaranya
adalah mengutamakan kepentingan sendiri (individual), kebeba-
san sebebas-bebasnya, dan mau menang sendiri, haus kekuasaan
serta ketamakan ekonomi dan berakhlak econcomic animal murni.

Demi mempertahankan nilai-nilail yang terkandung dalam
Pancasila agar tidak terpengaruh oleh liberalisme dan kapita-
l1isme tersebut dalam kaitannya perdagangan bebas dunis,
Indonesia harus bersikap tegas dan eksplisit, minimal memper-

hatikan dengan sungguh-sungguh beberapa hal berikut ini

sebagai sikap hati-hati dan waspada (Swasono, 1885 : 29)



1. Indonesia harus menolak terjadinya proses dominasi dari
negara ekonomi Kkuat terhadap negara yang lemah.

2. Indonesia harus mampu mentransformasi proses perdagangan
bebas itu menjadi proses interdependensi, dan menangkis
dependensi yvang menjadi sumber neo-eksploitasi,

3. Indonesia harus tetap tangguh dan sadar kedaulatan. Képen—
tingan nasional Indonesia harus menjadi tolok ukur utama.
Indonesia tidak boleh menjadi lunak sekedar agar nampak
rukun dalsm hobungan antar negara dalam menerima libera-
lisasi perdagangan dari luar ataupun memanfaatkan libera-
lisasi perdagangan ke luar. Kesemuanya itu harus berdasar-
kan syarat dan kepentingan Indenesia, bukan syarat dan
kepentingan mereka.

4, Indonesia menolak perdagangan bebas global yang berdasar-
kan liberalisme dan kapitalisme, karena tidak sesuail
dengan filsafat ekonomi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD

1945.

Tanpa sikap hati-hati dan waspada seperti yang dikemu-
kakan di atas, Indonesia aksan sulit menghadapi persaingan
dunia. Penvakit utama ekonomi harga tinggi (high cost econo-
my) bukanlah sekedar masalah teknis ekonomis yang relatif
lebih mudah diatasi, tetapi lebih merupakan masalah politik
dan budaya.

Untuk itu diperlukan penyvegaran dan pembaruan guna

mengatasi ketidakefisienan ekonomi nasional yang sumbernya
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terletak pada dasar kehidupan politik dan budaya bangsa
Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan, ketertutupan, komersia-
lisasi Jjabatan, keanghkohan birokrasi, kolusi, korupsi,
feodalisme canggih, nepotisme aktif, eksploitasi, supresi,
pemerasan cultuurstelselisme, servilisme dan ketundukan
terhadap piﬁak barat adalah masalah politik dan budaya vang
remberi substansi pada ekonomi biaya tinggi yang tentu menu-
runkan daya saing.

Berawal dari sinilah, ekonomi dunia akan menggerogoti
perekonomian nasional Indonesia melalui liberalisasi perda-
‘gangan. Di satu pihak impor Indonesia tentu akan terdorong
makin besar, 1lebih cepat dan menyedot daya beli nasional
secara drastis. Di lain pihak, ekspor Indonesia akan memiliki
kandungan impor vang makin tinggi.

Oleh sebab itu, keberhasilan Indonesia menghadapi
keterbuksan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan bebas
tidak tergantung pada retorika dan tekad politik seperti
yang ada selsma ini, tetapi sangat ditentukan oleh keberanian
politik secara riil wuntuk melakukan perombakan, baik di

bidang teknis, ekonomis, politik maupun budaysa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai

berikut
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Dalam menghadapi perdagangan bebas global, Indonesia
harus menciptakan ketahanan ekonominya dengan berbagail
kebijaksanaan di antaranysa menciptakan 1iklim investasi
vang kondusif, mengurangi proteksi dan subsidi kepadsa
dunia usahs, meningkatkan éfisiensi dan daya saing dunia
usaha, membentuk aliansi strategis dan kerjasama regional
serta menciptakan industri berskala menengah yang indipen-
den.

Dalam perdagangan bebas global, Indonesia'akan berpeluang

untuk

1). Meningkatkan ekspornya sehingga meraih pasar Vyang
luas. |

2). Meningkatkan derajat kompetisi dunia usahanya.

3). Mendorong dunisz usaha Indonesia mendiversikasi produk-
nya sesuai dengan perkembangan konsumsi domestik dan
internasional sehingga dapat mengurangai risiko kega-
galan pasar di Juar dan di dalam negeri.

4). Adanya kemungkinan mengambil alih atau transfer tekno-
logi, informasi, dan manajemen dunia usaha Indonesia
dalam suasana sistem kemitraan.

Indonesia menolak liberalisme dan kapitalisme yang ada

pada perdagangan bebas global karens bertentangan dengan

filsafat ekonominya yakni Pancasila dan UUD 1945, namun ia
mnendukung proses liberalisasi perdagangan global. Sebab

liberalisasi perdagangan global vang diterapkan oleh




2.

Indonesia tidaklah sama dengan perdagangan bebas yang
berpaham liberalisme dan kapitalisme (liberalisasi tidak

sama dengan liberalisme).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di =atas, dapat disarankan

sebagail berikut

a.

Dalam menghadapi perdagangan bebas glcbal nantinya, peme-
rintah Indonesia mulai dari sekarang memikirkan untuk
mengurangi proteksi dan subsidi yang menguntungkan pihak
produsen (dunia usaha) yang bisa menghalangi percepatan
PTOSES perdagangqn bebas yang akhirnya bisa merugikan
konsumen dalam negeri. Di samping itu, pemerintah sudah
seyogianya menciptakan industri berskals menengsh indipen-
den, guna memperkunat akar perekonomian Indonesia dalam
menghadapi perdagangan bebas. Dan kalah pentingnya, Indo-
nesia harus meningkatkan daya saingnya dengan cara mening-
katkan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga dapat
dapat memanfaat peluang-peluang ekonomi dan bisnis vyang
diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas.

¥Walaupun demikisan, eksistensi nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945 tetap dipertahankan. Untuk itu perlu suatu
upaya pemerintah guna meningkatkan penghayatan dan penga-
malan para pelaku ekonomi dan bisnis Indonesia terhadap

Pancasila dan UUD 1945.
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